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ABSTRAK

Berdasarkan pasal 12 UL No. 3 tahun 1989 tentang Telekomumkasi, maka
diadakan kenasama antara PT. TELKOM (Persero} Tbk sebagar  badan
penyelenpeara dengan badan lain, antara lam denpgan pihak swasta Undang-
undang 1ni kemudian digantt dengan UL Noo 36 tahun 1999 vang berlaku satu
tahun sejak diwndangkan. Pada saat penelitian vang dilakukan penulis masth
berlaku UL Mo, 3 tahun [989 Ketentuan pelaksana vang telab ada sebelum UL
No. 36 Tahun 1999 11 masth tetap berlaku sepanjanye ndak bertentanean dengan
undang-undang 1m atau belum diganti dengan vang baru, begitu jupa halnya
dengan ketentuan dan pola bagr hasil ini

Berkanan dengan perjanjian pola bag hasil tersebut, permasalahan vang
dibabhas adalah bagaimana pelaksanaan penanpan pola bagr hasl antara
PT. TELKOM (PerserojTbk Divist Regional (Divee} 11 dengan mutra usaba,
apakah ada kemungkinan terjadinya wanprestas: dan bagaimana penyelesalannya.
peraturan apa saja vang telah dikelvarkan prhak vang terkait vang mengatu
tentang perjanjian pola bag hasil

Adapun pendekatan masalah dalam penehitian int digunakan secara vurnidis
sosiologis yaitu dengan menelhiti kaedah hukum vang berlaku dihubunghan dengan
fakta vang penuhs temu dalam penehoian berdasarkan data primer dan data
sekunder yang didapat dan wawancara dengan phak yang terkait serta studi
dokumen vang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Pelaksanaan penanpan bagi hasil im dimular dengan ditandatanzam oleh
para pihak, dilakukan pembangunan. up ternima sebelum  dioperasikan dan
dipasarkan. Tagthan dan pulsa. iaya pasang baru dan sewa bulanan merupakan
sumber pendapatan vang  kemudian dibagr menurut persentase vang  telah
disepakati sampar masa bagr hasil berakhir Setelah nu diadakan serah tenma
kepemihikan asser dan mmtra wsaha kepada PT TELKOM  (Persero) yang
dikukuhkan dengan akta notanis. Dalam perjanpan it ditentukan perbuatan vany
dikategorikan wanprestast dan jika terjadi maka P TELKOM dapat memutus
perjanjian secara septhak, Pengaturan tentang pola bagm basil sebagar pedoman
dalam pelaksansannva telab ada, dan undang-undang vang dilaksanakan dengan
peraturan pemerintah kemudian diator Tebib lanyut oleh mentrr dan direks: dencan
Leputusan direks serta Reputusan kepala diviss regional



BADB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bidang pertelckomunikasian merupakan salah satu bidang yang dikuasal
dan dikelola oleh negara, karena menyangkut kepentingan orang banyak serta
merupakan salah satu sarana vital bagi bangsa. Secara teoritis negara,
berkewajiban untuk mengelolanya tetap hal ini tidak dapat dilaksanakan karena
negara lebith memprioritaskan pada urusan pemerintahan dan menyerahkan usaha
tersebut pada pihak lain tetapi masih tetap berada dalam pengawasan negara.
Untuk itu dibentuk suatu badan penyelenggara yang diberi kuasa untuk
menyelenggarakan telekomunikasi di Indonesia. Badan itu pada awalnya
berbentuk perusahaan umum yang dibenn nama PERUMTEL (Perusahaan Umum
Telekomunikasi) yang kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun
1991 bentuk badan imi berubah menjadi perseroan dengan nama PT. TELKOM
(Persero) vang berkedudukan di Bandung serta memiliki beberapa Divisi Regional
(DIVRE). Kemudian badan nilah yang diben tugas untuk menyelenggarakan jasa
telekomumikasi di Indonesia,

Pada masa peningkatan ckonomi dan berkembangnya kegiatan dalam
bidang perekonomian yang melibatkan alat komunikasi dalam setiap akuvitas-
aktivitas  vang  dilakukan menyebabkan semakin  memingkatnya  kebutuhan
terhadap jasa telekomunikasi tersebut, Ini dapat kita lihat dalam berbaga) kegiatan

ckonom orang cenderung menggunakan jasa telekomunikasi vang ada untuk



memudahkan  para  mhak  vang terhbat  dalam  kegiatan  tersebut  dalam
berkomunikasi Ada kalanya dalam kewmatan bisnis pihak-prhak tersebut berada
dalam wilavah vang berbeda sedangkan mereka perlu komunikast untuk
memperlancar usaha mereka tersebut. Berarti jasa telekomumkasi mendukung
kegiatan perckonomian yang merupakan salah satu tujuan penvelenggaraan
telekomunikasi. Selain itu juga mendukung kegiatan pemernintahan  dan
komunikasi antara bangsa, serta antara penduduk Indonesia sendirt yang pada
akhirnya akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal 1m dinvatakan
dalam pasal 2 UU Telekomunikasi Nomor 3 tahun 1989, bahwa :

“Penyelenggaraan telckomunikasi bertujuan untuk mendukung

persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan
ekonomi dan kegiatan pemerintahan serta meningkatkan hubungan

antar bangsa”

Pada era informasi dewasa ini komunikasi memegang peranan penting dan
strategis dalam kehidupan manusia. Melalur wahana telekomunikasi manusia
mengadakan saling tukar informasi jarak jauh baik lisan, tulisan maupun audio
visual" Keadaan demikian, membuat jasa telekomunikas ditempatkan sebagal
salah satu kebutuhan hidup yang tidak kalah pentingnya daripada kebutuhan hidup
vang lainnya. Sehingga mulai banyak permintaan penvediaan jasa telekomunikas:
int kepada PT TELKOM(Perserb) sebagal badan penyelenppara yang memang

menjadi tugasnya untuk memenuht kebutuhan terhadap jasa telekomunikas)

erschut,

Dedi Supnadi, 1995, Fre Hare e Pefedomukess, T Rosda Jevaputea, Bardung
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PENUTLP

Ao khesimpulan

Berdasarkan urwan pada bab-bab  sebelumnva maka penubis dapat

menark kesimpulan vaiu

[}

Perjanjian pola bagi hasil diawal dengan prosedur tender vang diselengparakan
oleh PT TELKOM untuk memilib pthak vang akan menjadi mitra usaha dalam
provek ini. Kemudian diadakan pembicaraan mengenar hal hal vang berkaitan
dengan objek kerjasama i yang selanjutnva dituangkan dalam suatu bentuk
perjanjian - vang  tertulis.  Pelaksanaan  perjanpan 1 dimulal  dengan
pembangunan, pembaglan  pendapatan dan diakhin dengan  serah terima
kepemilikan asset dan mitra kepada TELKOM setelah masa bagi hasil berakhir
yang dikukuhkan denpan akta notaris. Besamya pembagian pendapatan
discpakati secra bersama tetapi dengan ketentuan untuk mitra tidak lebih dan
70%, pembavarannya dilakukan dengan cara mentransler ke rekeming Mitra
usaha pada bank vang dientukan oleh pihak Mitra usaha.

Wanprestas: bisa saja terjadi dalam pelaksanaan perjanpan walaupun selama
belum pemah terjadi hal tersebut tetapt PT TELKOM 1elah mengantisipasi
dengan menentukan  hal-hal vang dapat dikatakan sebhagar suatu wanprestasi
dalam salah sato p:;uuln}'zl_ dan akibat dan wanprestas: itu prhak PT. TELKOM

dapat memutuskan perjanpian secara seprhak.
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